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KATA PENGANTAR

uku ini hadir untuk mengungkap sebuah fenomena yang semakin

mendalam dalam kehidupan sosial dan politik Indonesia: "Berselancar
di Atas Dusta: Kasus Jjazah Palsu dan Kontroversi UU ITE di Kalangan Elit".
Di tengah arus informasi yang terus berkembang pesat, muncul perma-
salahan serius yang berimplikasi pada integritas dan kepercayaan publik,
yaitu praktik penyalahgunaan ijazah palsu dan polemik yang melingkupi
Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Melalui buku ini, penulis berupaya untuk menggali lebih dalam
mengenai fenomena tersebut dan dampaknya pada kehidupan masyarakat,
terutama di kalangan elit politik dan birokrasi. Kasus ijazah palsu, yang
sering kali melibatkan individu dengan kedudukan tinggi, mencerminkan
ketidaksempurnaan sistem pendidikan dan penegakan hukum yang ada.
Hal ini semakin diperparah dengan kontroversi yang muncul seiring diber-
lakukannya UU ITE, yang dinilai oleh sebagian kalangan sebagai alat untuk
membungkam kebebasan berpendapat dan menyalahgunakan kekuasaan.

Buku ini tidak hanya bertujuan untuk menjelaskan peristiwa-peris-
tiwa yang telah terjadi, tetapi juga mengajak pembaca untuk berpi-
kir kritis tentang bagaimana praktik-praktik tersebut mempengaruhi
jalannya pemerintahan, sistem pendidikan, dan, yang lebih penting,
kepercayaan publik terhadap elit yang berkuasa. Melalui riset, wawan-
cara, dan analisis yang mendalam, penulis berharap buku ini dapat



memberikan wawasan baru tentang urgensi reformasi dalam keduaisu tersebut.

Dengan latar belakang yang beragam dan tantangan yang dihadapi
dalam menghadapi masalah ini, buku ini mengajak kita untuk merenung,
tidak hanya tentang dampak dari praktik tersebut, tetapi juga tentang bagai-
mana kita dapat memperbaiki sistem dan budaya yang memungkinkan

terjadinya penyelewengan seperti ini.
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A. Latar Belakang Fenomena Disinformasi

Dalam era digital yang ditandai oleh arus informasi yang begitu cepat dan
massif, Indonesia menghadapi tantangan serius dalam menjaga integri-
tas ruang publik dari ancaman disinformasi. Disinformasi, yang secara
sederhana dipahami sebagai penyebaran informasi keliru secara sengaja
untuk menyesatkan publik, kini bukan hanya menjadi persoalan teknis
atau komunikasi, tetapi telah menjelma menjadi instrumen politik yang
sangat efektif dalam memengaruhi opini masyarakat, terutama di tengah
kontestasi kekuasaan.

Fenomena ini kian mengemuka ketika kasus-kasus disinformasi
menyasar figur-figur publik dan elit politik, termasuk tuduhan penggunaan
ijazah palsu oleh pejabat Negara, serta penyalahgunaan Undang-Undang
Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagai alat hukum yang
dinilai kerap digunakan untuk membungkam kritik.

Misalnya, tuduhan terhadap Presiden Joko Widodo yang diklaim
menggunakan ijazah palsu sempat mengemuka secara masif di berba-
gai platform digital, hingga harus diselesaikan melalui jalur hukum dan
klarifikasi resmi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) selaku institusi
pendidikan terkait.! Meskipun pengadilan menolak gugatan tersebut dan
menyatakan bahwa ijazah Jokowi adalah sah, dampak dari disinformasi
tersebut tetap terasa dalam bentuk menurunnya kepercayaan sebagian
publik terhadap institusi pemerintahan.?

Persoalan ini diperparah dengan keberadaan UU ITE yang dalam
banyak kasus justru menjadi alat balas dendam politik atau represi terhadap
suara kritis masyarakat sipil.* Pasal-pasal multitafsir seperti pencemaran
nama baik dan ujaran kebencian sering digunakan oleh elit politik untuk
memidanakan warga atau jurnalis yang menyampaikan kritik melalui
media sosial,* dalam beberapa kasus, justru para elit yang tersandung

! CNN Indonesia, “Gugatan Jjazah Palsu Jokowi Ditolak, Penggugat Diminta Minta Maaf,’ 2022
2 Kompas.com, “UGM Tegaskan Jjazah Jokowi Asli, Tak Ada yang Direkayasa,” 2022

? Tirto.id, “Pasal-pasal Karet UU ITE dan Penindasan Kebebasan Berekspresi,” 2021

*ELSAM, Laporan Tahunan: Tren Pelanggaran Hak Digital di Indonesia, 2020
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A. Definisi Dan Modus Operandi Pemalsuan ljazah
Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia

Jjazah merupakan dokumen resmi Negara yang menandakan pencapaian

akademik seseorang setelah menyelesaikan jenjang pendidikan tertentu.

Keaslian dan validitas ijazah adalah elemen fundamental dalam berbagai

aspek, termasuk perekrutan kerja, pencalonan pejabat publik, hingga keab-

sahan gelar akademik. Namun, pemalsuan ijazah masih menjadi fenomena

yang meresahkan bukan hanya karena merugikan individu atau institusi,

tetapi juga karena mendegradasi integritas sistem pendidikan nasional

dan kepercayaan publik terhadap lembaga Negara.

1.

Definisi Pemalsuan Ijazah

Pemalsuan ijazah dapat didefinisikan sebagai tindakan memalsu-

kan, merekayasa, atau menggunakan dokumen ijazah tanpa mela-

lui proses pendidikan yang sah untuk memperoleh keuntungan

tertentu, baik dalam bentuk jabatan, status sosial, maupun penghasilan.

Menurut hukum pidana Indonesia, tindakan pemalsuan dokumen,

termasuk ijazah, diatur dalam:

a.

Pasal 263 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
(KUHP):

Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat
yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan, atau pembebasan
utang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu
hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain
memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipal-
sukan, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

Pemalsuan ijazah oleh pejabat publik di Indonesia merupa-
kan kejahatan yang tidak hanya bersifat administratif tetapi juga
berdampak serius terhadap sistem hukum, tata kelola pemerin-
tahan, dan kepercayaan masyarakat. Fenomena ini mencerminkan
betapa rentannya integritas pejabat negara terhadap praktik mani-
pulatif yang bertujuan untuk memperoleh jabatan, kekuasaan, dan
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A. Sejarah Dan Perkembangan UU ITE

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik (UU ITE) lahir dari kebutuhan akan regulasi yang mampu
mengatur aktivitas masyarakat di ranah digital. Era globalisasi dan revolusi
teknologi informasi yang pesat di awal abad ke-21 mendorong Pemerintah
Indonesia untuk merumuskan kebijakan hukum yang dapat menjamin
keamanan, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap aktivitas yang
dilakukan melalui sistem elektronik. UU ITE merupakan respons terhadap
meningkatnya penggunaan teknologi digital dalam kegiatan ekonomi,
pemerintahan, dan sosial budaya masyarakat Indonesia.

UU ITE disahkan pada 21 April 2008 dan mulai berlaku pada 21
April 2009. Undang-undang ini merupakan produk hukum pertama yang
mengatur secara komprehensif tentang informasi elektronik, dokumen
elektronik, tandatangan elektronik, transaksi elektronik, hingga perbuatan
pidana di dunia maya. Sebelum hadirnya UU ITE, ketentuan mengenai
teknologi informasi hanya diatur secara parsial dalam berbagai peraturan
sektoral yang tidak spesifik, sehingga banyak terjadi kekosongan hukum
(legal vacuum) yang menghambat penegakan hukum atas kejahatan digi-
tal,”? sejak diberlakukan UU ITE telah mengalami dua kali perubahan yaitu
melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2024.

Perubahan ini dilakukan sebagai respons terhadap banyaknya kritik
publik terhadap pasal-pasal karet yang dianggap multitafsir, khususnya
Pasal 27, 28, dan 29 yang mengatur mengenai penghinaan, pencemaran
nama baik, penyebaran informasi hoaks, dan ancaman kekerasan secara
elektronik.**

Pasal-pasal tersebut kerap kali menjadi alat kriminalisasi terhadap
kebebasan berekspresi di ruang digital, terutama terhadap aktivis, jurnalis,
hingga masyarakat biasa yang menyampaikan pendapat melalui media

% Setiadi, E. (2015). Cyber Law: Perlindungan Hukum dalam Dunia Maya. Yogyakarta: Graha Ilmu
% Komnas HAM. (2020). Kajian Kritis Terhadap UU ITE dan Dampaknya terhadap Hak Asasi
Manusia di Indonesia
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A. Strategi Elite Membangun Citra Lewat Gelar
Akademik

Dalam konteks politik dan sosial Indonesia, gelar akademik sering kali
digunakan oleh para elite sebagai strategi untuk membangun citra dan
legitimasi di hadapan publik. Gelar seperti Sarjana, Magister, atau Doktor
tidak hanya mencerminkan pencapaian akademik, tetapi juga berfungsi
sebagai simbol otoritas dan kompetensi yang dapat meningkatkan keper-
cayaan masyarakat terhadap individu tersebut.

1. Strategi Elite Dalam Membangun Citra Melalui Gelar Akademik
Dalam ranah sosial-politik kontemporer, gelar akademik tidak hanya
menjadi simbol pencapaian intelektual, melainkan juga instrumen stra-
tegis yang digunakan elite untuk membangun dan mempertahankan
citra diri di hadapan publik. Gelar seperti doktor (Dr.), profesor (Prof.),
hingga master (M.Sc., M.Hum., dan sejenisnya) kerap menjadi ornamen
dalam nama pejabat publik yang ingin menunjukkan kapasitas intelek-
tual, kepantasan moral, serta legitimasi kepemimpinan.

Strategi ini bukan hanya menunjukkan keterhubungan antara
pendidikan dan kekuasaan, melainkan juga mencerminkan bagaimana
elitisme akademik digunakan sebagai alat untuk memperkuat otoritas
simbolik dalam ranah publik.'?®

Dalam praktik politik elektoral maupun jabatan birokratik, gelar
akademik kerap dimunculkan dalam baliho, brosur, hingga perkenalan
dalam forum resmi. Hal ini tidak bisa dilepaskan dari anggapan bahwa
publik, secara umum, masih memandang tinggi pencapaian pendidikan
formal, terutama di jenjang tinggi.

Dalam konteks Indonesia, gelar akademik menjadi satu dari sedi-
kit elemen yang dapat memberikan citra “rasionalitas”, “kompetensi’,
bahkan “kemodernan” pada figur elite yang mungkin sebelumnya tidak
memiliki rekam jejak intelektual yang kuat. Gelar ini menjadi jembatan

'% Bourdieu, Pierre. Distinction: A Social Critique of the Judgement of Taste. Routledge, 2013
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antara sosok otoriter atau populis dengan citra intelektual yang modern

dan demokratis.!®

Berdasarkan kajian Sulaiman dan Firdaus (2021), gelar akademik
sering kali digunakan sebagai perangkat untuk membentuk narasi
“kepemimpinan berbasis ilmu” di tengah krisis kepercayaan terhadap
elite. Dalam banyak kasus ketika figur elite menghadapi tekanan publik
atau tudingan pelanggaran etika, kemunculan gelar akademik dalam
ruang publik dimanfaatkan untuk mengembalikan kredibilitas.

Proses ini disebut sebagai “legitimasi simbolik melalui kapital akade-
mik’* strategi penggunaan gelar akademik tidak hanya berfungsi untuk
legitimasi moral atau pencitraan, tetapi juga sering menjadi alat mobili-
sasi sosial dalam struktur kekuasaan. Dalam birokrasi, pejabat dengan
gelar akademik lebih mudah mendapatkan akses ke jabatan strategis,
terutama di kementerian, lembaga pendidikan, atau institusi riset.

Hal ini menunjukkan adanya “konversi kapital akademik menjadi
kapital politik” sebagaimana dijelaskan oleh Pierre Bourdieu dalam teori
medan sosial,"*' namun tidak semua gelar yang digunakan elite politik
diperoleh secara kredibel. Dalam satu dekade terakhir, muncul tren
penggunaan gelar dari lembaga tidak jelas, bahkan praktik pemalsuan
ijazah dan gelar akademik demi mempercepat mobilitas sosial-politik.

Kasus pemalsuan gelar oleh sejumlah pejabat publik mengemuka
dalam berbagai pemberitaan dan investigasi jurnalistik, hal ini memper-
lihatkan bagaimana ruang akademik tidak imun dari praktik manipulatif
elit yang ingin mempercepat legitimasi tanpa melalui proses intelektual
yang sahih."*?

Fenomena “obral gelar” menjadi bagian dari problem sistemik
dalam dunia pendidikan tinggi di Indonesia. Laporan IndoProgress

' Ginting, E. (2018). “Legitimasi Akademik dalam Politik Elektoral”. Jurnal Komunikasi Politik,
10(2), 115-130

130 Sulaiman, A., & Firdaus, R. (2021). “Kepemimpinan Akademik dan Legitimasinya dalam Politik
Lokal”. Jurnal Ilmu Sosial dan Politik, 25(1), 55-68

13! Bourdieu, Pierre. The Logic of Practice. Stanford University Press, 1990

12 Liputan6.com. (2023). “Skandal Pemalsuan Jjazah oleh Pejabat, Ini Rangkaiannya.” https://www.

liputan6.com
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A. Dampak Sosial Penyalahgunaan UU ITE Dan
Kebohongan Publik Elite

Dalam era digital yang ditandai oleh arus informasi yang masif dan cepat,
keberadaan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)
menjadi pisau bermata dua dalam demokrasi Indonesia. Pada satu sisi, UU
ITE diharapkan mampu menjadi alat hukum dalam menanggulangi keja-
hatan siber, melindungi hask digital warga Negara, dan menjaga tatanan
informasi. Namun pada sisi lain, regulasi ini justru kerap disalahgunakan
oleh elite politik sebagai sarana represi terhadap kebebasan berekspresi,
membungkam kritik, dan menutupi kebohongan publik yang mereka
lakukan. Fenomena ini melahirkan dampak sosial yang signifikan terhadap
partisipasi warga dalam ruang demokrasi digital.

Penyalahgunaan pasal-pasal karet dalam UU ITE, seperti Pasal 27 ayat
(3) tentang pencemaran nama baik, dan Pasal 28 ayat (2) tentang ujaran
kebencian, seringkali digunakan oleh elite politik dan penguasa untuk
menyerang aktivis, jurnalis, akademisi, dan warga biasa yang menyampai-
kan kritik atau informasi sensitif. Banyak kasus menunjukkan bahwa UU
ini tidak lagi diarahkan untuk menertibkan pelanggaran etik komunikasi
digital, tetapi sebagai instrumen legal untuk mempertahankan kekuasaan
dan menutupi kegagalan moral elite melalui mekanisme pembungkaman.'”

Kondisi ini diperparah dengan merebaknya kebohongan publik
(public lies) yang dilakukan elite. Kebohongan publik bukan hanya seka-
dar penyampaian informasi yang salah, tetapi merupakan bentuk rekayasa
narasi sistematis yang bertujuan untuk memanipulasi opini publik dan
merusak logika demokrasi. Dalam praktiknya, elite memanfaatkan infra-
struktur digital—termasuk buzzer, media partisan, dan platform sosial,
untuk menyebarkan disinformasi, membingkai ulang isu-isu krusial, dan
mengalihkan perhatian masyarakat dari realitas politik yang sebenarnya.'®®

17 Tapsell, R. (2018). Media Power in Indonesia: Oligarchs, Citizens and the Digital Revolution. Rowman
& Littlefield International

1% Aspinall, E., & Warburton, E. (2019). Indonesia: The Dangers of Democratic Regression. Journal of
Democracy, 30(4), 114-128
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A. Gerakan Sosial Untuk Reformasi UU ITE Dan
Pendidikan Pejabat Publik

Dalam satu dekade terakhir, masyarakat Indonesia menyaksikan bagai-
mana teknologi digital mempercepat interaksi sosial dan politik, namun
juga membuka ruang baru bagi represi berbasis hukum. Salah satu contoh
utamanya adalah Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik
(UUITE) yang sejak diberlakukan pada tahun 2008 dan direvisi pada 2016,
kerap dikritik karena digunakan untuk membungkam kritik, memper-

sempit ruang kebebasan berekspresi, dan memperkuat kekuasaan elite.>

Berangkat dari keresahan ini, muncul gerakan sosial berbasis digital dan
aktivisme sipil yang menyerukan reformasi regulasi, termasuk peninjauan
pasal-pasal bermasalah dalam UU ITE, serta mendorong transformasi
pendidikan bagi pejabat publik dalam menyikapi era digital secara etis
dan demokratis.

1. Ketimpangan Kekuasaan Dan Pasal Karet Dalam UU ITE
Beberapa pasal dalam UU ITE, seperti Pasal 27 ayat (3) tentang pence-
maran nama baik dan Pasal 28 ayat (2) tentang ujaran kebencian,
menjadi sorotan publik karena dianggap bersifat lentur dan multitafsir.
Dalam praktiknya, pasal-pasal ini kerap dipakai oleh pejabat publik
atau orang berkuasa untuk melaporkan warga Negara yang menyam-
paikan kritik melalui media sosial.?*

Hal ini menciptakan efek jera dan ketakutan publik (chilling effect)
terhadap kebebasan berpendapat yang dijamin dalam Pasal 28E UUD
1945 dan Undang-Undang HAM,*” dalam lanskap demokrasi yang
tengah tumbuh seperti Indonesia, idealisme tentang keterbukaan
informasi dan supremasi hukum kerap berbenturan dengan realitas
kekuasaan yang timpang.

»5 Wahyudji, J.S. (2019). Kebebasan Berekspresi dan Pasal Bermasalah dalam UU ITE. Jurnal Hukum
& Hak Asasi Manusia, 10(1), 1-12

»¢ SAFEnet. (2020). Laporan Tahunan Kebebasan Digital Indonesia. Jakarta

#TICJR. (2017). Analisis Pasal-pasal Bermasalah dalam UU ITE: Perspektif HAM
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A. Kebenaran Dalam Bayang-Bayang Kekuasaan:
Penyalahgunaan UU ITE Dan Dugaan Pemalsuan
ljazah

Di tengah era informasi yang seharusnya menjanjikan keterbukaan, kece-
patan penyebaran data, dan kemajuan teknologi, kebenaran justru semakin
terpinggirkan oleh kekuasaan yang menyelubunginya. Paradoks demokrasi
digital di Indonesia hadir dalam bentuk penyalahgunaan hukum, terutama
Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang sejak
awal dirancang untuk mengatur transaksi dan aktivitas digital, namun kini
berubah menjadi alat represi.

Ketika publik berusaha mengungkap kebohongan yang dilakukan oleh
para pejabat—salah satunya terkait dugaan pemalsuan ijazah yang kerap
kali menjadi komoditas politik—reaksi kekuasaan bukanlah pembuktian
kebenaran, melainkan pembungkaman suara. Di titik inilah kebenaran
berada dalam posisi yang sangat rentan, berada di bawah bayang-bayang
kekuasaan yang lebih mementingkan citra dibanding akuntabilitas. Dalam
pusaran hukum dan politik, kebenaran menjadi barang mewah yang sulit
diakses oleh rakyat biasa.

Penyalahgunaan UU ITE telah menciptakan atmosfer ketakutan di
ruang digital. Pasal-pasal yang multitafsir seperti pencemaran nama baik,
penyebaran berita bohong, dan ujaran kebencian telah dijadikan tameng
oleh elite yang enggan dikritik. Ketika warga mengangkat persoalan keas-
lian ijazah seorang pejabat publik, alih-alih dijawab dengan keterbukaan
dan Klarifikasi yang meyakinkan, negara justru menanggapinya dengan
pelaporan balik.

Dalam konteks ini kebenaran tidak diberi ruang untuk dibuktikan
secara objektif. Ia dituduh sebagai fitnah, penyebaran hoaks, atau bahkan
makar terhadap kehormatan negara. Sikap defensif ini mencerminkan
bahwa kekuasaan tidak menghendaki kebenaran jika kebenaran itu meng-
ancam legitimasi. Dan UU ITE, yang seharusnya menjadi instrumen
perlindungan digital, berubah menjadi instrumen dominasi atas narasi.
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pat undangan menjadi SAKSI AHLI dalam setiap persidangan di berbagai
pelosok Pengadilan tanah air dengan Alamat Kontak email : harrysprata-
mateguh@umiba.ac.id.

Perjalanan pendidikannya dimulai di bangku SDN Kependilan, tempat
ia menyelesaikan pendidikan dasarnya dan lulus pada tahun 2002. Setelah
itu, Harrys melanjutkan pendidikan ke jenjang menengah pertama di MTs
Al-Inayah, sebuah madrasah yang mengedepankan pembentukan karak-
ter Islami. Ia lulus dari MTs tersebut pada tahun 2015, dengan bekal ilmu
agama dan kedisiplinan yang makin menguatkan jati dirinya.
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Tidak berhenti di situ, Harrys melanjutkan ke Madrasah Aliyah (MA)
Al-Inayah dan berhasil meraih kelulusan pada tahun 2018. Di madrasah
ini, ia semakin mendalami ilmu pengetahuan sekaligus nilai-nilai spiritual

yang menjadi landasan moral dalam setiap langkah hidupnya.

Harrys dikenal sebagai pribadi yang tenang, penuh semangat, dan tidak
mudah menyerah. Latar belakang pendidikan berbasis keagamaan dan
budaya Minangkabau membuatnya tumbuh sebagai sosok yang memiliki
prinsip kuat, menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran, dan selalu terbuka
untuk belajar hal baru.

Perjalanan hidupnya merupakan cerminan dari semangat generasi
muda yang menjadikan pendidikan sebagai bekal utama dalam menjalani
kehidupan. Meski perjalanannya ditempuh dengan penuh perjuangan,
penulis yang satu ini selalu percaya bahwa ketekunan dan doa adalah
kunci keberhasilan.

Kini, dengan latar belakang pendidikan dan nilai-nilai luhur yang
dimilikinya, penulis yang satu siap memberikan kontribusi positif di
berbagai bidang kehidupan. Ia percaya bahwa setiap orang memiliki peran
penting dalam membangun lingkungan yang lebih baik, mulai dari hal-hal
kecil dalam keseharian.

Penulis yang satu merupakan salah satu penulis dan pemikir hukum
Indonesia yang konsisten mengangkat isu-isu penting dan fundamental
dalam dunia hukum, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan anak,
hukum pidana, tata negara, hingga ekonomi syariah. Melalui karya-karya-
nya, ia menunjukkan bahwa hukum tidak hanya hidup dalam teks, tetapi
juga dalam konteks nyata yang menyentuh kehidupan masyarakat.

Karyanya yang berjudul “Teori dan Praktek Perlindungan Anak dalam
Hukum Pidana” (Andi Offset, 2018) menjadi bukti komitmen Harrys dalam
membela kepentingan anak dalam sistem hukum. Buku ini tidak hanya
berbasis teori, tetapi juga diperkuat dengan studi kasus aktual, menjadi-
kannya referensi penting bagi praktisi dan akademisi hukum pidana anak.

Lalu pada tahun 2020, ia kembali menguatkan reputasinya lewat
“Hukum Pidana Perlindungan Anak di Indonesia” (CV Pustaka Setia), yang
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mengupas lebih dalam sisi regulasi dan pelaksanaannya. Buku ini memper-
lihatkan kepekaan Harrys terhadap kebutuhan hukum yang berpihak pada
kelompok rentan.

Tak hanya berkutat pada hukum pidana, Harrys juga menunjukkan
keluasan wawasannya melalui buku “Teori dan Praktik Hukum Acara
Pidana Khusus: Penundaan Eksekusi Mati” (Pustaka Setia, 2016). Dalam
karya ini, ia membahas secara kritis isu penundaan hukuman mati, sebuah
topik yang sensitif dan jarang disentuh secara mendalam.

Menariknya, Harrys tidak hanya fokus pada hukum semata. Dalam
“Pendidikan Agama Islam Era Modern” (Leutika Prio, 2019), yang ditulis
bersama W. Hasbi, ia menjelajahi ranah pendidikan dan spiritualitas Islam
dalam menghadapi tantangan zaman. Karya ini memperlihatkan kepia-
waian Harrys dalam menulis lintas disiplin.

Keterlibatannya dalam jurnal ilmiah pun memperkuat eksistensinya
sebagai intelektual muda. Artikel bertajuk “Penggunaan Mata Uang Dinar
dan Dirham Sebagai Solusi Atas Krisis Ekonomi Global” (Jurnal Revenue,
2020), yang ditulis bersama E. Sisdianto, menawarkan perspektif segar
tentang ekonomi syariah dan kedaulatan finansial.

Dalam bidang hukum keluarga, ia menulis “Teori dan Praktik
Pembagian Harta Kekayaan dalam Perkawinan” (Andi, 2023), yang meng-
ulas pembagian harta berdasarkan prinsip keadilan dan etika, menunjuk-
kan perhatiannya terhadap persoalan hukum yang paling dekat dengan
masyarakat.

Harrys juga berkontribusi besar dalam penguatan sistem hukum
negara melalui karya “Hukum Keuangan Negara” (Pustaka Setia, 2019),
yang membahas aspek penting pengelolaan dan pengawasan keuangan
publik. Sementara dalam buku “Hukum &~ Peradilan Konstitusi Indonesia”
(Pustaka Referensi, 2019), ia menguraikan dengan mendalam teori dan
praktik hukum acara konstitusi di Indonesia, termasuk peran Mahkamah
Konstitusi sebagai penjaga konstitusi.

Sebagai penutup, karya kolaboratifnya bersama Ojarudin Ritonga
berjudul “Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara” (Andi, 2022),
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memperkuat kapasitasnya sebagai pakar hukum tata negara dan adminis-
trasi. Buku ini menjadi panduan penting dalam menyelesaikan sengketa
tata usaha negara secara hukum.

Lewat deretan karya tersebut, Harrys Pratama Teguh tidak hanya
menulis, tapi turut membangun lanskap hukum Indonesia yang lebih adil,
manusiawi, dan berpihak pada kebenaran. Ia adalah sosok yang memper-
temukan ilmu dan empati dalam setiap lembar pemikirannya.
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Berselancar
——— diatas Du sta

Kasus ljazah Palsudan
Kontroversi UL ITE di Kalangan:Elit

Dalam era digital yang ditandai oleh arus informasi yang begitu cepat dan massif,
Indenesia menghadapi tantangan serius dalam menjaga integritas ruang publik dari
ancaman disinformasi. Disinformasi, yang secara sederhana dipahami sebagai
penyebaran informasi keliru secara sengaja untuk menyesatkan publik, kini bukan
hanya menjadi persoalan teknis atau komunikasi, tetapi telah menjelma menjadi
instrumen politik yang sangat efektif dalam memengaruhi opini masyarakat,
terutama ditengah kontestasikekuasaan.

Fenemena ini kian mengemuka ketika kasus-kasus disinfermasi menyasar figur-
figur publik dan elit politik, termasuk tuduhan penggunaan ijazah palsu oleh pejabat
Megara, serta penyalahgunaan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik
(UU ITE) sebagai alat hukum yang dinilai kerap digunakan untuk membungkam
kritik.

Dalam buku ini memuat materi sebagai berikut.
*  Pendahuluan
*  Menelusurijejakijazahelit
«  Kontroversi UUITE
*  Politik citra dan penyesatan publik
* Korban terdiam, suara-suaradibungkam
*  (Gerakan sipil dan panuntutan kebenaran
* Berselancardiatas dusta, menuju pembenaran
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